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PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU
Jin.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/ 29/ 1L /DPMPPTSP-PS/X11/2017

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS
SURANTIH DI NAGARI SURANTIH KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR
SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN

Meniumbang » a. surat Permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir
Sclatan Nomor : 660/ 423 /P3K/DLH-PS/VI/2017 tanggal 27 Desember
2017  Perihal Permohonan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan
UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Surantth di  Nagari  Surantih
Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pesisir  Selatan  Nomor:  660/76-X1I/P3K/DLH-PS/2017 tanggal 27
Desember 2017 tentang rekomendasi atas persetujuan Dokumen DPLH
Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Surantih di
Nagari Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

¢. bahwa Rencana Kegiatan Pembangunan UPTD Puskesmas Surantih Oleh
Dinas Kesechatan Kabupaten Pesisir Selatan Merupakan Kegiatan yang
Wajib Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)

d. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pasal 11 Ayal 4 menyatakan
Bupati/Wali Kota Mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala PTSP.

e. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf ¢, dan d, perlu di tetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir
Selatan. '

Mengingat : I. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang

- Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1957), Undang- Undang Nomor 58 tahun 1958

(Lembaran Nagara  Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

Undang ~ Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja;

Undang — Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang — Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Keschatan,

7. Unadang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;

8 Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

¢. Undang — Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 1990 tentang Kualitas Air
Bersih; .

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :147/Menkes/Per/l/2000 Tentang
Perizinan Rumah Sakit;
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.Peraturan Bupati Kab. Pesisir Selatan Nomor

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 Tentang
Pedoman teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan lembaran Negara
Nomor 5285);

Peraturan Mentenn Negara Lingkunagn Hidup Nomor 13 tahun 2010
tentang Pedoman Pelaksanaan UKL/UPL;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan IHidup Nomor 05 Tahun 2012
Tentang jenis rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012
tentang Pecdoman penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013
tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan
Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1980 Tentang K3 Pada
Kontruksi Bangunan;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012
tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis dampak
Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-
48/MENLII/XI/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan,

.Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016
tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang
Perseorangan atau Badan Usaha yang telah Memiliki Izin Usaha dan / atau
Kegiatan

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang,
Urusan Pemerintahan yang Menjadi K.ewenangan Pemecrintah Kabupaten
Pesisir Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana tata Ruang Wilayah kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;

- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Retribusi Perizinan Tertentu ( 1zin Gangguan );
Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 66/82/P3K/DLH-PS/II/2017 tanggal
20 Februari 2017 perihal kewajiban memiliki dokumen lingkungan hidup

bagi perscorangan atau badan usaha yang telah memiliki Izin Usaha
dan/atan Kegiatan.

Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 660/238 Kpts/BPT-PS/2017 tanggal
29 Maret 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Untuk

Menandatangani Penerapan Sanksi Administratif Bagi Usaha dan/ atau
Kegiatan di Kab. Pesisir Selatan.

570/285/KPTS/BPT-
PS/2017 tentang Penectapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang
pendelegasian wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pesisir Selatan

Surat Permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor @ 660/
423/P3K/DLH-PS/V1/2017 Perihal Permoheonan Izin Lingkungan.

Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Selatan Nomor : 660/76-
XI/P3K/DLH-PS/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Rekomendasi
Atas Persetyjuan Dok. DPLH Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas

Keschatan Puskesmas Surantih di Nagari Surantih Kecamatan Sutera
Kabupaten Pesisir Selatan.




Menetapkan
KESATU

KEDUA
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MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas
Kesehatan Puskesmas Surantih di Nagan Surantih Kecamatan Sutera
Kabupaten Pesisir Selatan.

Nama Dinas :  Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Jenis Kegiatan . Pembangunan UPTD Puskesmas Surantih.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir
Selatan

Alamat Kantor . Jalan H.Agus Salim Painan

Telp/fax . (0756)21218

Luas Lahan . £2.020,70 m?

Luas Bangunan i +£952 m?

Ruang Lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi :
Ruang Pendaftaran
Laboratorium

Apotk

Pemeriksaan Umum

Poli Gizi

Poli Keschatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana
Ruang Gizi

Ruang Ibu

Ruang Tamu

10. Selasar dan Tangga
11.Ruang Kepala Puskesmas
12. Ruang Tata Usaha

13. Aula — Ruang Pertemuan
14.Rumah Dinas dan Garase
15.IGD

16. Laboratorium

17.Ruang hinunisasi dan Vaksin
18. Rumah Paramedis

19. Gudang Obat

20.Rumah Dokter Gigi
21.Teras

22.Ruang Pelayanan
23.Ruang Bersalin

24.Ruang Pasca Bersalin
25.Ruang Bayi

26.Ruang Sterilisasi

27.Ruang Obat

28. Toilet

29.Ram dan Tangga

30. Selasar

31.Balkon

32.Ruang Rawat Inap (5 Ruang)
33.Ruang Perawat

34.Selasar

35.Ram dan Tangga
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir
melaksanakan kegiatan wajib memiliki 1zin PPLH seperti

1.Memilik Izin Penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3)

2.Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair Kebadan Air ( TPLC)
3.Mengurus lzin usaha dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya ;

Selatan

Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dokumen Final Amdal setiap 6 (enam)
bulan sekali sejak ditetapkan Keputusan ini Kepada Gubernur Propinsi Sumatera
Barat up. Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat dan Bupati

Kabupaten Pesisir Selatan up Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir
Selatan

Masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan masa berlakunya masa izin usaha
dan / atau kegiatan.

Penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan 1zn
lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan atau kegiatannya
sesual dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan / atau kegiatan, timbul dampak

lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola pemrakarsa wajib
melaporkan kepada instansi terkait.

Lampiran [ dan Lampiran 11 Keputusan ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dan  Keputusan Bupati Pesisir Selatan ini, dan permohonan
perpanjangan izin di ajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir,

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di - Painan
Pada Tanggal 8 Desember 2017

A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA sp

NIP. 19610324198603 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Sdr .Camar Sutera
Arsip

NSk

Ibu menteri Lingkungun Hidup dan Keaanan RI di Jakarta;
Bapak Gubernur Sumatera Barar di Padang

Bapak Bupeai Kahupaten Pesisir Selutan di Painan
Bapak Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat di Padang
Sdr. Ka. Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 570/29 /1L /DPMPPTSP-PS/XII/2017
TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

TENTANG : 1ZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SURANTIH DI
NAGARI SURANTIH KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN UPTD
DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SURANTIH DI NAGARI SURANTIH KECAMATAN SUTERA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

A PENDEKATAN TEKNOLOGI :

1.

2.

3.
4.

Penurunan kwalitas udara dan kebisingan harus dikelola dengan baik disekitar lokasi
Puskesmas dengan menanam pohon pelindung di sekitar lokast ;

Kegiatan pengujian pondasi sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui ketahanan suatu
bangunan terhadap goncangan dan gempa serta angin puyuh atau puting beliung, kekuatan
beton harus memenuhi standar yang tefah ditentukan apabila terjadi kekurangan / dibawah
standar harus ditambah hal ini perlu dilakukan pangawasan terhadap kekuatan bangunan;
Tetap mempertahankan ekosistem disekitar Puskesmas yang akan dibangun;

Melibatkan masyarakat dalam proses pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.

B.PENDEKATAN SOSIAL EKONOMI

1.

Melaksanakan sosialisasi rencana kegiatan sebelum pelaksanaan proyek kepada tokoh
masyarakat dan aparat disekitar rencana kegiatan

Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat
(community development) setelah melalui suatu kajian mendalam dan komprehensif
berdasarkan kerangka kepedulian sosial kemasyarakatan.

C.PENDEKATAN INSTITUSI

13

Jaminan dari pemrakarsa bahwa pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dengan
mengikuti peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup, baik yang bersifat lokal,
regional, nasional maupun internasional.

Ikut berperan serta bersama aparat setempat dalam melakukan sosialisasi kegiatan
kepada masyarakat, terutama yang berada disekitar kegiatan.

Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan pengelolaan
lingkungan hidup.

Membuat laporan hasil pengelolaan dan pemantavan lingkungan secara berkala
kepada pihak — pihak yang berkepentingan.

56 Berer24k 08603 1 004



Tabel 3.2, o
' Lampiran 11 : KEFUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 570/ 29 /1L /DPMFPTSP-PS/ X11 /2017
1 - TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SURANTIH DI NAGART SURANT1H KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN
™ a8 DAMPAK BesARAN Touow I UPAYA PENGELOL - DeTITUA PELAKIANA
’ DAMPAX LRUR DAMPAX TERMK LoKAB TEKRI J [ JANGKAWANTU DAH PENOAWAS
PEMGELOLAN LINGKLWGAN PENGELGLAAN LHGKUNGAR PEMANTAUNN CAN PERICDE i
=11 F El | 4 )4 5 I O T — i [} D T S |
1| Trbudan Limban Padt Usuren darp KECL. Uk ki playanan mea 6an pomoans | Lot Pad " Sirosh e ) .m:,.:.,....n-m-.-m e i
e, = S meda 5 i
Ieghunpan PUSKEEMAS Suranth Py L Sonmeihe i kaguatar paay e keseh n pade : “Sem(mam i | Pegai;
Suraren - panprmpanan maksiorm spame 348 hart Kamudian. whira * rmi:-mx::n..v...m
A b 1 B Gk S B e Sewin <
Inaradten rang lerdag pode RS Dr. M Zan Painan. Unbk - Mt 4 A ALAET (ST b PRt mpiong bastahare
i 8 ghumoan L s PUSKESMAB Surarih sian didaken
Godang Paoyrganan Limuan 31 scle, majun b s, roon bek s, ko e bokow s ok idge
P nman wn o) -y
i Tampet Paryrpuraan Lraoh 31 (7P L8T)
TP LY b e i ekan manggumskan P
- 10 o phacian vak o payak o s s e rumeh o
nghingan PUSKES UAS
" dan e
paryabi <.
wbakm dneraian kop dn RSO0 D, M, Zom Pamen ek H...n.-y;.:..u.,..,m.asuumu
gt PUSKE!
& inglungan Laca RSUD D . Zamn Paran
Tonbadan Livioe’ Pacin et on-Medy
. 5
PUSKESUAS Surirsn, Wadah s berd sitoartamen |
- Mang¥mibn seksss g hmjs. psn . panring
g yarg s cscin
Morwigash o Iorage Lara Lk b an paremsin smpeh
g g oo 1 rtabe)
3 e Lo o pads gt Ve
PUSKESAMAS s rogeam 38 {1k, reume dan rceingh
> Kagiatan pangumpe . dapi 51 pads Lanan eina s
PUSKESMAS.
> Lt padt g, (bok s ke, mskaran docsat
T ]
PSSR e —
ek porinrrid berws bk
P - ot 5.
[——
rbeh Sna e, poruran - Selama Tabap Posca Pak
2| Tenkukan A Limah dan Limbsh Car | Uburmn dampeh KECL. Ui etnganan chades brindan e .“_.-m.- a rongen, oy e b s - " sy 1
ASKESAAS Surarsh margpna C i ) pude
e ko) Pamert 141 dlecdan i L4 1 dangam pnek ESUS Survn St el Sl T w0
ey Lompartaman cangan L mnsimn § = 3 b banil A | Aaina Lingtungan Lo - end FALPUSIESAUS Oinan Linghungan Hrua Kl getar
" oo angan et T oo g ik s Livghungan Hikg: dan Kotutaras . S Pars Sorem
- Sehmud iy pekemas belss o Ty s Lo Gk e Uimbah L P Susarih :mmmm
mang st madah g = (1] s e Dot . e vtz Noged s
e el o s Ul i banan)  baghan i sk s = b manpeogl wialah - B Parin Setmm.
B sors ek s pergolahan FTisn caw g Sk bachand. d e
Bargeioan yong s
- e S rterade o keh car pads Inghungan
PLSIESUAS Pamiinan resencen - snggats masymmat
i - ik et e ek s 8 Urssh
baguan cupt FAL
Uy S (AT I 107 b ey Gk
ks sy ik ki 1205 nmpar samarins e
Tarpa Famrrparanan Lo B (TP &7
5 ~Selara Tohao Pasca Patatrmna
3| e Uaeyersia Ui dampa KECL v [
L - Sa0ap 8 e e
R Dirn Kmahatan Kabugssion P el Setaan
PUSKFSMAS Surarsih panerapen 11 (sabeiee) Lomadas e mms-:_- - it Lirghungan ek Kabupafmn
! i P ey O 3P0 50 .t s et s i o s Ao Ak el
| oy A Sumeh. Parmictan Nagan Surmsh
{ s e
i [, - bsicns
| - bersh secsigen g 2 Bapat Posiis Saizcm
{ > Pangeinimm e - imban pocat aan ar WAt - - Gabar (=




T Dot s ~ iaien pardotuan sadal dur, 3 el v
> Frpis aprrasoms batd dom borsn e—
» Peatnl rewmpnth reng svan.
» Prak e somge yamy
Parpatas b pade ) ot roen co 1
oot wg b e o s it
gt vkt okl ot bekamag
. L..._u.u— Wl dar KECL. L Gl e
= - e Prawr Sersnits. a
2 G oy Pah
e ; - e
= (AT s parvond samg AR secaen Bargl- il PUHESUMS Surmcih darpnbagies | sacars sk e Ml ase B - Carsbarg ~ B Kot Kt
- G Linghirgen Pk
{201 pas . pblarergan beckash o lrwngen pmske sode Ko it artortan Dot A Y Sastor S
85 i oo gt S ks ook rnel ey pesn g et st it o e polarngn: Ko Bt
[Py FUSKETMAS Suenceh PUSKESUAS Scrarth poca bigon s Inglungee |stesel Paratan Fagn Suwe
reze ymg rmpesian pad e 4o ungan ammamA B P S
PUSKESILS Scrmic sgac 10 stmgan mosyssat PUSKESMAS agen bapit o seberal. - Gaberus Surnsione vk
e
+ Mmgudeh o mpet sty pham 149,50 2 (180,082 by 13
e rasrg parr (SRP)mebd Py dan 1080 02 ik
71 SR kaedinan b e she (i g g
P Ga] e ks ik by pac bk
[
' Mo pongopase Pulssans
[ NaL Coydm
sl bt il s g e
PUMERMS Surh. v den, ges e kb Ot P Koo P St
- Ayt b, - Chnen i aparatn K pme Py Ssat
Prep ey — [ Ay oy pandainas bas Ty Terbd Hpms @ TH) 6 inghemgen bufe PUBESMS S - Dt Lghunan Moy Fabpites
rios 5. [Ty —— [y
- Prtorioh Kaarsn S
mraroehen | dacie:  was paria sger s flaomnge) A paan i gy S s b v - Bamreiah ogan Scxmrth
Moo el e e oy 8 151048 et - ol W . DS 8008 SNskidae &
- » e ek e selavanan rmast s et Bosir Sutn
e ek g, PUSKESAS S48 a8 reamatin - Gatemr Snm i




(T PESISIR SELATAN |
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PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JIn. Rohana Kudus Telp, 21000 — 21313 - 22169 — 21509
PAINAN

Nomor

Lampiran

perihal

Painan, 2z 7- Desember 2017

660/ 2 -XIl/P3K/DLH-PS/2017 Kepada Yth,
1 (satu) berkas

Rekomendasi atas persetujuan Dok. DPLH Kegliatan
Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas
Surantih di Nagari Surantih Kecamatan Sutera

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir
Selatan
di-

Kabupaten Pesisir Selatan, i '

Dengan hormat,
Menindaklanjuti Surat Saudara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :

800/866.BfKesmas/KL/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017, perihal Permohonan Pembahasan
Dokumen DPLH dan Izin Lingkungan, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Berdasarkan hasil Evaluasi teknis yang telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017,
maka terhadap Dokumen DPLH untuk kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas
Surantih Kabupaten Pesisir Selatan di Nagari Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir
Selatan dengan Luas Lahan 2.020,70 m* dan Luas Bangunan 952 m* secara teknis dapat disetujui.

2. Dokumen DPLH yang telah disetujui dan mendapatkan legalitas berupa cap final merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasl! ini, dan menjadi acuan bagi penanggung
jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

3. Apabila terjadi perubahan lokasi rencana kegiatan, desain dan dimensi terjadi bencana alam

dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum
maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan
perubahan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Sekaitannya dengan dikeluarkannya rekomendasi DPLH ini, terhadap Usaha Dinas Kesehatan

Puskesmas Surantih Kabupaten Pesisir Selatan selaku penanggung Jawab Kegiatan di wajibkan

untuk :

a. Melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen DPLH dan bertanggung jawab
sepenuhnya atas pengelolaan dan Pemantauan Dampak lingkungan dari kegiatan
Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Surantih Kabupaten Pesisir Selatan di Nagari
Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

b.Melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan yang tercantum dalam DPLH kepada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Peslsir Selatan dan instansi terkait 6 (enam) bulan sekali terhitung
sejak diterbitkannya Surat Rekomendasi.

5. Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Surantih Kabupaten Pesisir Selatan di

Nagari Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan termasuk dalam kategori usaha
danj/atau usaha kegiatan yang wajib memiliki 1zin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

6. Pengawasan terhadap Implementasi Dokumen DPLH kegiatan ini, sesuai dengan yang tercantum

dalam DPLH akan dilakukan oleh Instansi tingkat Provinsi dan instansi terkait Pemerintah

Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rekomendasi inl bukan merupakan izin, namun merupakan persyaratan untuk mengurus izin
lingkungan.
Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS LINGKU N HIDUP
KABUP. SIR TAN
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PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

Jalan H. Agus Salim Painan Telp. (07 56) 21218 Fax (0756) 21218

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : YUNI ANDRA, SKM,MM
Jabatan . Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
Alamat Kantor : Jalan H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21218 Fax (0756) 21218

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan hukum atau instansi Dinas Kesehatan Kabupaten
Pesisir Selatan dengan ini menyatakan, bahwa :

1. DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH) bagi kegiatan PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT (PUSKESMAS) Surantih disusun mengacu Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republiik Indonesia No. P.102ZMENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016, tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah
Memiliki 1zin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

Kami berjanji melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai DPLH serta bersedia
dilakukan pemantauan dampak oleh instansi atau pihak berwenang selama kegiatan PUSKESMAS
Surantih berlangsung dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jika kami tidak melaksanakan DPLH sebagaimana di atas, kami bersedia menghentikan kegiatan
dan bersedia menanggung semua kerugian sekaligus segala resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagai-
mana mestinya.

Painan, Oktober 2017

Yang Menyatakan
a.ns Keuala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
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Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatana Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
DINAS KESEHATAN PUSKESMAS Surantih

KATA PENGANTAR

Diantara fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pusat

Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Surantih. Lokasi kegiatan dimaksud berada di Kampuang
Pasar Surantih Nagari Surantih Kecamatan Sutera.

Meskipun telah memiliki izin kegiatan dan beroperasi, akan tetapi PUSKESMAS Surantih masih belum
dilengkapi dokumen lingkungan hidup. Sesuai muatan dari Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor : S.541/MENLHK/SETJEN/PLA.4/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang terkait
dengan Penyelesaian Dokumen Lingkungan Hidup di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan

atas lingkup pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS, maka bagi kegiatan PUSKESMAS Surantih
perlu disusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).

Adapun penyusunan DPLH mengacu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016, tentang Pedoman Penyusunan

Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki 1zin Usaha dan/atau
Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

Demikian DPLH bagi kegiatan PUSKESMAS Surantih ini disampaikan, semoga telah dapat menjadi
bahan pertimbangan untuk penetapan kebijakan yang diperlukan.

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

, . JLﬂ’rl%iéll\l;g Kesehatan Masyarakat
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